PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 503/3074/PKBM/4.14/111/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
JOGLO ILMU BOYOLALI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALL,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan surat rekomendasi dari
Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Andong
Nomor 421.2/050/4.1.1.14.0/2025 tanggal 10 Maret
2025 dipandang perlu untuk diberikan izin
penyelenggaraan PKBM kepada yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang
Pemberian Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) JOGLO ILMU BOYOLALLI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah = Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Reublik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr

5670);

6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 45);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 244);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 877);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 896);
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14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun 2013 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 _Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas d?n
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahuq
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun 2019 Nomor 67);

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Wewenang Penye_lenggargan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan 'Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 71);

Memperhatikan : Rekomendasi Ijin Operasional dari Plt. Kepala Dinas

Menetapkan
KESATU

KEDUA
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Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor
510.44/2811/4.1/2025 tanggal 19 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

. Memberikan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut:

1. Nama PKBM : PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT JOGLO ILMU
BOYOLALI

2. Nama Yayasan : ABU DZAR GHIFARI BOYOLALI

3. Nomor NIB : 12980002424466

4. Alamat PKBM : Pereng RT.004, RW 001, Kel./
Desa Pakel, Kec. Andong,
Kabupaten Boyolali

5. Pimpinan/ : Muhammad Hamid Alwi, Lc

Penanggung Jawab

: Kewajiban.dan tanggung jawab penyelenggara/ pehgelola
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut pada diktum
kesatu adalah:

1. Wajib menyelenggarakan pembelajaran, peningk
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kualitas hidup, pembangunan  masyarakat dan

peliayanan kamd bebax pungutan liar dun
gratifikast, laporkan kepadi Kami apabila dipungur weletihi ketent g
"lulh alai me kan untuk dy p melalin website/oiline ON122 | 1K8666 - - M R
atatan

LU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal § ayar 1 “1 Y lan/s Jok
Nenuten S B iy s g nformast Elekironik L n Elebsronik dan‘asau Masil Cetakannya

Yk i
21 ina telah ditand, #ecara elektronik meng gunakan seriifikar olektronik vany diterbitkan oleh BS1E

Dipindai dengan CamScanner




pembangunan ekonomi sosial budaya, sehingga dapat
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai
menurut model yang ditentukan.

i i i i dalam
KETIGA . Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan da
Keputusan ini, maka akan diadakan  perbaikan

sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada t

ketentuan

KEEMPAT anggal ditetapkan.

. BOYOLALI

Ditotapxas o . 24 Maret 2025

Pada Tanggal

Ditandatangani Secara Elektronik (A):o;‘u
NAS PENANAMAN NMOD
K!pf"ELI.AAlalAMA!\I TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLAU

PURNAWAN RAHARJO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Y{:)h:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Boyolali;
2. Pertinggal;
503./347/111/4.14/2025 peelayanan kami belas pungutan liar dangrofifikes, uaporkan kepada kami apabila dipungut inelohihi keleotuan yvang veharwmysi
gratis atay mengatasnamakan uniuk dpmptsp melalnl websie/hotline 081221185060
Catalan:
p Ealal 11U JTE Ne. 1] Tahun 2008 Pasal § ayat | "Informast Elekironik dan/atau Dokunen Flektronak dan‘atau Hasid Cetakannya
(, | Sertufuasd Merupakan Alat Bukilt Huknm yang Sub."
NI | lickironik 2. Dok inf telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikar elekironik vang diter bitkan oleh BSyE

Dipindai dengan CamScanner



